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ABSTRAK

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia (Modern Day
Slavery) dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat
dan martabat manusia. Praktek perdagangan orang sebenarnya di Indonesia sudah ada
sejak lama, namun kurangnya kesadaran masyarakat dan belum adanya ketentuan
yang komprehensif bagi penegak hukum serta kurang sensitifnya aparatur pemerintah

menyebabkan tingginya kasus perd orang. Permasalahan yang dibahas dalam
penelitian ini adalah (1) Faktor-fa a) ang menjadi penyebab terjadinya
tindak pidana perdagangan ‘ trafficking)? (2) Bagaimanakah
pelaksanaan penegakan h ndak pidana perdagangan orang

enggunakan legal research yaitu
kaidah-kaidah atau norma dalam
: a.Undang-Undang Dasar
dang Republik Indonesia
dana Perdagangan Orang,
erdagangan Orang, dan
dak pidana perdagangan
atan luar biasa (Extra
: Kemiskinan, Tingkat
alam Keluarga, Status dan
lan Undang-Undang yang
‘ onsumerisme, Perubahan

da peng i1

i an 1dana dl Indo esf‘ yal
Negara Republik Ing .
No. 21 Tahun 200 i
d.Peraturan lainnye
e.Bahan hukum as
manusia (human
Ordinary Crime)
Pendidikan yang
Kekuasaan, Lilitan

1Ja n
ieblh lay ak

struktur sosial yang!diiringi cepe Ly ustrlalkg'asif Kemajuan bisnis pariwisata di
seluruh dunia yang juga 1y ifvisata lam pelaksanaannya, upaya
penegakkan hukum 't rha ap . perdagangan orang (human
trafflckmg) belum be s|al dengan yang' ‘dfha;ap n dan upaya menanggulangi

?gﬁrﬂ ?EH gunakan sarana hukum yang ada,

tetapi juga dilakukan upa dya sosia

lainnya,/seperti pendidikan, perbaikan taraf
hidup masyarakat, me perbaikan lingkungan, pemerataan
pembangunan, dan strat Dalam rangka mencegah dan
memberantas tindak pidan an trafficking), maka pemerintah

harus melakukan pemerataan i seluruh wilayah tanah air,
menciptakan lebih banyak lapangan kerja “untuk mengurangi angka kemiskinan dan
pengangguran serta meningkatkan sarana dan prasarana (khususnya angkutan laut dan
udara) dalam upaya memonitor seluruh wilayah Indonesia yang rentan terhadap
terjadinya praktek perdagangan orang.Untuk meningkatkan dan mengeffektifkan
upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (human
trafficking) maupun pihak-pihak lain yang turut serta di dalamnya, aparat penegak
hukum harus berkonsentrasi menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh
komponen pemerintahan dan masyarakat secara intensif.
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ABSTRACT

Human trafficking is a modern form of human slavery (Modern Day Slavery) and is
one of the worst forms of violation of human dignity. The practice of trafficking in
Indonesia actually has been around a long time, but the lack of awareness and lack of
comprehensive regulations for law enforcement and the lack of sensitivity of the
government apparatus lead to a ber of trafficking cases. The problems
discussed in this study were (1) fac otsware the cause of the crime of trafficking
in persons (human traffickin / is theyimplementation of law enforcement
against human trafficking &ga ) g cking)? The research in this thesis uses
legal research is the reseg / Gjl\phas' }' S€ s ent rules or norms of positive
law, the criminal justice lysa. Constitution of the Republic
ic of Indonesia No. 21 Year 2007
: sociated with the Crime of
Trafficking in Persqns, ? ial ? comparative legal materials
Crime of traffickin ] king) is classified as an
extraordinary crime|(EXtpé Ordi ary Cri and, i @? by several factors Poverty,
Education Levels Low, The Ro],e of e
Power, coil Debt, Early Mamqge Jolie _ $h¥g Act of]
desire for a better life, cansumerism,'socia thre changgs that accompanled rapld

industrialization, Progress toumm businesses around the waorld that offer sex tourism
In practice, efforts: ito o= agal St the/ perpetrators of the crime of
trafficking in persons (hum opking j expected, and efforts to

tackle crime / criming ‘ ac ] .'ans of e ) sting laws, but also carried
social measures, such as ] nent of quality of life, reduce
unemployment, environme p itable development, and other
social strategies. In order tof] t» e me of trafficking in persons
(human trafficking), then t (ake equitable development in
all regions of the countr e poverty and unemployment and
to improve the facilities a nfrastr ture™ espec "J‘ transport sea and air) in efforts
to monitor the entire territegy*ef _Indonesia_g erable to the practice of trade.
Increase law enforcement effortswagaiii inal trafficking in persons (human
trafficking) as well as other parties who participated in it, law enforcement officers
must concentrate establish communication and coordination with all components of
the state and society intensively.
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